
SALINAN 

 

BUPATI BANJARNEGARA 
PROVINSI JAWA TENGAH 

 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
NOMOR 7 TAHUN 2022 

 

TENTANG 
 

 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
 TAHUN ANGGARAN 2023 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI BANJARNEGARA, 

 
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 
tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem 
Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 

2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi 
Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional 

dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, perlu menetapkan 
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2023; 

   
Mengingat : 1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 
  2.  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 

  3.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 
tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas 

Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona 
Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam 

Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan 
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6516); 



    
  4.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6573); 

  5.  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA 
dan 

BUPATI BANJARNEGARA 

 
MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN 
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023. 

 
Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Bupati adalah Bupati Banjarnegara. 
2. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara. 

3. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban 
Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala 
bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah 
berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. 

4. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan 
kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, 

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, 
pertanggungiawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. 

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan 
tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda. 

6. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas 

Daerah. 
7. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas 

Daerah. 
8. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang 

diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam 

periode tahun anggaran berkenaan. 
9. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah 

Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan 
bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. 

10. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar 

kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima 
kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun 



pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 
Pasal 2 

 
(1) Penyusunan APBD tahun anggaran 2023 berdasarkan 

kebijakan umum anggaran dan prioritas dan plafon 
anggaran sementara berupa target dan kinerja program 
dan kegiatan yang tercantum dalam rencana kerja 

Pemerintah Daerah. 
(2) APBD sebagaimana dimaksud pada  ayat (1) merupakan 

satu kesatuan yang terdiri atas pendapatan daerah, 

belanja daerah dan pembiayaan daerah. 
 

Pasal 3 
 
APBD Tahun Anggaran 2023 berjumlah 

Rp.2.256.668.209.000,00 dengan rincian sebagai berikut : 
a. Pendapatan Daerah : Rp. 2.117.362.496.000,00 

b. Belanja Daerah : Rp. 2.244.768.209.000,00 
 Defisit sejumlah : Rp. -127.405.713.000,00 
c. Pembiayaan Daerah    

 1. Penerimaan 
Pembiayaan  

: Rp. 139.305.713.000,00 

 2. Pengeluaran 

Pembiayaan 

: Rp. 11.900.000.000,00 

 Jumlah Pembiayaan 

Neto  

: Rp. 127.405.713.000,00 

 Sisa lebih Pembiayaan 
Anggaran Tahun 

Berkenaan (SiLPA) 

: Rp. 0,00 

 

 
Pasal 4 

 
Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

huruf a direncanakan sebesar Rp.2.117.362.496.000,00 (dua 
triliun seratus tujuh belas miliar tiga ratus enam puluh dua 
juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), yang 

bersumber dari : 
a. Pendapatan Asli Daerah; 

b. Pendapatan Transfer; dan 
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. 

 

 

Pasal 5 
 

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar 
Rp.313.825.690.000,00 (tiga ratus tiga belas miliar 

delapan ratus dua puluh lima juta enam ratus sembilan 
puluh ribu rupiah), yang terdiri atas : 
a. Pajak Daerah; 

b.  Retribusi Daerah; 
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; 

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. 
(2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

a direncanakan sebesar Rp.76.153.500.000,00 (tujuh 

puluh enam miliar seratus lima puluh tiga juta lima ratus 
ribu rupiah). 



 
(3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b direncanakan sebesar Rp.33.331.590.000,00 (tiga 
puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus 

sembilan puluh ribu rupiah). 
(4) Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 

direncanakan sebesar Rp.19.680.000.000,00 (sembilan 
belas miliar enam ratus delapan puluh juta rupiah). 

(5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar 
Rp.184.660.600.000,00 (seratus delapan puluh empat 

miliar enam ratus enam puluh juta enam ratus ribu 
rupiah). 

 

Pasal 6 
 

(1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal  

4 huruf b direncanakan sebesar Rp.1.776.182.829.000,00 
(satu triliun tujuh ratus tujuh puluh enam miliar seratus 

delapan puluh dua juta delapan ratus dua puluh sembilan 
ribu rupiah), yang terdiri atas : 
a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan 

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah. 
(2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar 

Rp.1.629.265.567.000,00 (satu triliun enam ratus dua 
puluh sembilan miliar dua ratus enam puluh lima juta 

lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah). 
(3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar 

Rp.146.917.262.000,00 (seratus empat puluh enam miliar 
sembilan ratus tujuh belas juta dua ratus enam puluh dua 

ribu rupiah). 
 

Pasal 7 

 
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar 

Rp.27.353.977.000,00 (dua puluh tujuh miliar tiga ratus lima 
puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) 

yakni pendapatan hibah. 
 

Pasal 8 

 
Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf 
b direncanakan sebesar Rp.2.244.768.209.000,00 (dua triliun 

dua ratus empat puluh empat miliar tujuh ratus enam puluh 
delapan juta dua ratus sembilan ribu rupiah), yang terdiri 

atas : 
a. Belanja Operasional; 
b. Belanja Modal; 

c. Belanja Tidak Terduga; dan 
d. Belanja Transfer. 

 
 



 
Pasal 9 

 
(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 

huruf a direncanakan sebesar Rp.1.526.919.664.000,00 
(satu triliun lima ratus dua puluh enam miliar sembilan 
ratus sembilan belas juta enam ratus enam puluh empat 

ribu rupiah), yang terdiri atas : 
a. Belanja Pegawai; 
b. Belanja Barang dan Jasa; 

c. Belanja Hibah; dan 
d. Belanja Bantuan Sosial. 

(2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a direncanakan sebesar Rp.861.221.045.350,00 
(delapan ratus enam puluh satu miliar dua ratus dua 

puluh satu juta empat puluh lima ribu tiga ratus lima 
puluh rupiah). 

(3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b direncanakan sebesar 
Rp.427.812.735.000,00 (empat ratus dua puluh tujuh 

miliar delapan ratus dua belas juta tujuh ratus tiga puluh 
lima ribu rupiah). 

(4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

c direncanakan sebesar Rp.225.914.795.650,00 (dua ratus 
dua puluh lima miliar sembilan ratus empat belas juta 

tujuh ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus lima 
puluh rupiah). 

(5) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf d direncanakan sebesar Rp.11.971.088.000,00 
(sebelas miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta 
delapan puluh delapan ribu rupiah). 

 
Pasal 10 

 
(1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 

huruf b direncanakan sebesar Rp.274.680.155.000,00 

(dua ratus tujuh puluh empat miliar enam ratus delapan 
puluh juta seratus lima puluh lima ribu rupiah), yang 

terdiri  atas : 
a. Belanja Modal Tanah; 
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin; 

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan; 
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; 
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.  

(2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a direncanakan sebesar Rp.2.220.000.000 (dua 

miliar dua ratus dua puluh juta rupiah). 
(3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar 

Rp.62.793.628.000,00 (enam puluh dua miliar tujuh ratus 
sembilan puluh tiga juta enam ratus dua puluh delapan 

ribu rupiah). 
(4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar 

Rp.132.100.629.000,00 (seratus tiga puluh dua miliar 
seratus juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah). 



 
(5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar 
Rp.76.563.714.000,00 (tujuh puluh enam miliar lima 

ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus empat belas ribu 
rupiah). 

(6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar 
Rp.1.002.184.000,00 (satu miliar dua juta seratus delapan 
puluh empat ribu rupiah). 

 
Pasal 11 

 
Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 
huruf c direncanakan sebesar  Rp.15.000.000.000,00 (lima 

belas miliar rupiah), yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga. 
 

Pasal 12 
 
(1) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 

huruf d direncanakan sebesar Rp.428.168.390.000,00 
(empat ratus dua puluh delapan miliar seratus enam 
puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh ribu 

rupiah), yang terdiri atas : 
a. Belanja bagi hasil; dan 

b. Belanja bantuan keuangan 
(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a direncanakan sebesar Rp.13.197.691.000,00 (tiga 

belas miliar seratus sembilan puluh tujuh juta enam 
ratus sembilan puluh satu ribu rupiah). 

(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b direncanakan sebesar 
Rp.414.970.699.000,00 (empat ratus empat belas miliar 

sembilan ratus tujuh puluh juta enam ratus sembilan 
puluh sembilan ribu rupiah). 

 

Pasal 13 
 

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
huruf c direncanakan sebesar  Rp.151.205.713.000,00 
(seratus lima puluh satu miliar dua ratus lima juta tujuh 

ratus tiga belas ribu rupiah), yang terdiri atas : 
a. Penerimaan Pembiayaan; dan  
b. Pengeluaran Pembiayaan. 

 
Pasal 14 

 
Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar 

Rp.139.305.713.000,00 (seratus tiga puluh sembilan miliar 
tiga ratus lima juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah) yang 

terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 
Anggaran Sebelumnya. 
 

 
 



 
Pasal 15 

 
Anggaran Pengeluaran P embiayaan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar 
Rp.11.900.000.000,00 (sebelas miliar sembilan ratus juta 
rupiah) yang terdiri atas Penyertaan Modal Daerah 

 
Pasal 16 

 

(1) Selisih antara anggaran P endapatan Daerah dengan 
anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya 

defisit sebesar Rp.-127.405.713.000,00 (minus seratus 
dua puluh tujuh miliar empat ratus lima juta tujuh ratus 
tiga belas ribu rupiah). 

(2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan 
Pembiayaan terhadap Pengeluaran Pembiayaan 

direncanakan sebesar Rp.127.405.713.000,00 (seratus 
dua puluh tujuh miliar empat ratus lima juta tujuh ratus 
tiga belas ribu rupiah).  

 
Pasal 17 

 

(1) Pemerintah Daerah dapat mengusulkan pengeluaran 
untuk mendanai keadaan darurat dan keperluan 

mendesak yang belum tersedia anggaranya sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 11 dalam rancangan perubahan 
APBD. 

(2) Dalam hal pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah 
perubahan APBD atau dalam hal Pemerintah Daerah 

tidak melakukan perubahan APBD maka pengeluaran 
tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran. 

(3) Tata cara perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(4) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi :  

a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial 
dan/atau kejadian luar biasa;  

b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; 

dan/atau  
c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat 

mengganggu kegiatan pelayanan publik.  

(5) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) meliputi :  

a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar 
masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam 
tahun anggaran berjalan;  

b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja 
yang bersifat wajib;  

c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali 
Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan 
sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-

undangan; dan/atau 
 



 
d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda 

akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi 
Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat. 

 
Pasal 18 

 

APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum 
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Daerah ini terdiri dari :  

1.  Lampiran I : Ringkasan APBD yang 
diklasifikasikan menurut 

kelompok dan jenis pendapatan, 
belanja dan pembiayaan; 

2.  Lampiran II : Ringkasan APBD yang 

Diklasifikasi Menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah dan 

Organisasi; 
3.  Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah, Organisasi, 

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, 
Kelompok, Jenis Pendapatan, 
Belanja, dan Pembiayaan; 

4.  Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut 
Urusan Pemerintahan Daerah, 

Organisasi, Program, Kegiatan 
Beserta Hasil dan Sub Kegiatan 
Beserta Keluaran; 

5.  Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah 
Untuk Keselarasan dan 
Keterpaduan Urusan Pemerintah 

Daerah dan Fungsi Dalam 
Kerangka Pengelolaan Keuangan 

Negara; 
6.  Lampiran VI : Rekapitulasi Belanja Untuk 

Pemenuhan SPM; 

7.  Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RKD 
dengan Rancangan APBD; 

8.  Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan 
dan Sub Kegiatan pada RKPD dan 
PPAS dengan Rancangan APBD; 

9.  Lampiran IX : Sikronisasi Program Prioritas 
Nasional dengan Program Prioritas 
Daerah; 

10.  Lampiran X : Daftar Jumlah Pegawai Per 
Golongan dan Per Jabatan; 

11.  Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah; 
12.  Lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal Daerah 

dan Investasi Daerah Lainnya; 

13.  Lampiran XIII : Daftar Perkiraan Penambahan dan 
Pengurangan Aset Tetap; 

14.  Lampiran XIV : Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak 
(multy years); 

15.  Lampiran XV : Daftar Dana Cadangan; dan 

16.  Lampiran XVI : Daftar Pinjaman Daerah. 
 

 



 
Pasal 19 

 
Penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan 

APBD diatur dengan Peraturan Bupati.  
 

Pasal 20 

 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Daerah. 

 

  Ditetapkan di Banjarnegara 
pada tanggal 27-12-2022 

 
Pj. BUPATI BANJARNEGARA 

 

Cap ttd, 
 
 

TRI HARSO WIDIRAHMANTO 

  

TELAH DITELITI OLEH PARAF 

SEKDA  

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA  

KABAG HUKUM  

JFT  

 

Diundangkan di Banjarnegara 
pada tanggal 27-12-2022 
 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA 
 
Cap ttd, 

 
INDARTO 

 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2022 NOMOR 7 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 
 
 

Syahbudin Usmoyo, S.H. 
Pembina Tk.I 

NIP. 19740223 199803 1 006 

 
 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA, PROVINSI 
JAWA TENGAH : (3-350/2022) 


